Sg arah DPR-RI

Sekilas sejarah DPR-RI dapat dilihat dalam bebepapade penting yaitu:
A. Volksraad (1918-1942)

B. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)

C. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1B8B)L

D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)

E. DPR Hasil Pemilu 1955 (1956-1959)

F. DPR Hasil Pemilu 1955 berdasarkan UUD 1945 (1B55b)

G. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indond$i65-1966)
H. DPR-GR dan Masa Transisi dari Orde Lama ke Gatel

|. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971

J. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

A. Volksraad

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembagaa@anparlemen bentukan Penjajah
Belanda yang dinamakan Volksraad. Dibentuknya leyabimi sebagai dampak dari
gerakan nasional serta perubahan yang mendasaiwluls dunia dengan selesainya
perang dunia | (1914-1918).

Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 19i@. @$tb. No. 114 Tahun 1917)
dengan dilakukannya penambahan bab baru yaitu Bdhlam Regeerings Reglement
1954 yang mengatur tentang pembentukan VolksraamnbBntukan tersebut baru
terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur JenerdbMaf van Limburg Stirum.

Kaum Nasionalis moderat antara lain Hohammad Hd$@mrin, dll. menggunakan
Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-citdomesia Merdeka melalui jalan
Parlemen.

Volksraad sebagai sebuah lembaga di situasi Intlbosebagai wilayah jajahan pada saat
itu memang hanya merupakan basa basi politik pataé@n kolonial. Lewat pemilihan
yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi nggotaan Volksraad pada mulanya
tidak begitu simpatik.

A.l. Pengisian Jabatan dan Komposisi

Pemilihan orang untuk mengisi jabatan volksraawvdiedengan pembentukan berbagai
“Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, dimana set&#}0 orang Indonesia berhak
memilih “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian “wali pelih” inilah yang berhak
memilih sebagian anggota “Dewan Kabupaten”. Kenmudiaetiap propinsi mempunyai
“Dewan Propinsi”, yang sebagian anggotanya dipdleh “Dewan Kabupaten” dan
“Haminte Kota” di wilayah propinsi tersebut. Sekmgbesar anggota “Dewan Propinsi”
yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat olele@uhklenderal.



Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1®%H8anggotakan 39 orang
(termasuk ketua), dengan perimbangan:
a. Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orang Indanésli melalui “Wali Pemilih” dari
“Dewan Propinsi” berjumlah 15 anggota (10 orangilitipleh “Wali Pemilih” dan 5
orang diangkat oleh Gubernur Jende ral)
b. Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggota Volisnaewakili golongan Eropa dan
golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pendatgn oleh Gubernur Jenderal (9
orang dipilih dan 14 orang diangkat)
c. Adapun orang yang menjabat sebagai ketua Va#doakan dipilih oleh dari dan dari
anggota Volksraad sendiri, melainkan diangkat atalhkota Nederland.
Tahun 1927 :

Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)

Anggota : 55 orang

(Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putaaya berjumlah 25 orang)
Tahun 1930 :

Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)

Anggota : 60 orang

(Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putaaya berjumlah 30 orang)
Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo Tahurb1l@hg berisi "permohonan kepada
Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan beraatara Indonesia dan Berlanda
dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesmada yang akan datang", atau
Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Pdfilknesia yang berisi keinginan
adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suap taltuk menuju Indonesia
Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda

A.2. Tugas Volksraad
Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kegauldernur Jenderal daripada
“menyuarakan” kehendak masyarakat.

Walaupun pada umumnya Volksraad ini tidak memua$ieayn bangsa Indonesia karena
tidak lebih hanyalah merupakan badan penasehat Gabernur Jenderal. la tidak
mempunyai hak angket dan hak menentukan anggadanjdeegara sehingga tidak
mempunyai kekuasaan seperti Dewan Perwakilan RakgatParlemen pada umumnya.

Sesuai dengan perkembangan politik di Indonesiabpdan sedikit demi sedikit terjadi
di lembaga ini. Perubahan yang signifikan terjadda saat aturan pokok kolonial
Belanda di Indonesia, yaitu RR (Regeling Reglemé®54) menjadi IS (Indische
Staatsregeling). Perubahan ini membawa pengarula pachposisi dan tugas-tugas
Volksraad.

Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sej@l.18ebelumnya, semua anggota
Volksraad yang dipilih melalui satu badan pemilitmndat, dipecah menjadi tiga badan
pemilihan menurut golongan penduduk yang haruslildipserta diadakan sistem

pembagian dalam 12 daerah pemilihan bagi pemilgraggota warga negara (kaula)
Indonesia Asli.



Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asli &@maermunculan agar mereka lebih
terwakili. Sampai 1936 komposisi keanggotaan menjad

- 8 orang mewakili I.E.V. (Indo Eurupeesch Verbond)

- 5 orang mewakili P.P.B.B.

- 4 orang mewakili P.E.B. (Politiek Economische Bpn

- 4 orang V.C. (Vederlandisch Club)

- 3 orang mewakili Parindra

- 2 orang mewakili C.S.P (Christelijk StaatkundiRRget))

- 2 orang mewakili Chung Hwa Hui (Kelompok Cina)

- 2 orang mewakili IKP (Indisch Katholieke Partj)

- 4 orang mewakili golongan Pasundan, VAIB (vergery Ambtenaren Inl. Bestuur),
partai Tionghoa Indonesia

- 5 orang mewakili berbagai organisasi yang seiigianisasi mendapat satu kursi  yaitu
organisasi sebagai berikut: 1 (Persatuan Minahds@ersatuan Perhimpunan katoliek
di Jawa), 1 (persatuan kaum Kristen), 1 (Perhimpun®elanda); 1 (Organisasi Wanita
I.LE.V)

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masgjahan selama 350 tahun di

Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda leepapglang mengakibatkan keberadaan
Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, damgsa Indonesia memasuki masa
perjuangan Kemerdekaan.

B. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)

Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang digkaandtUD 1945 belum di bentuk.
Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturanhmsralalam UUD 1945, dibentuklah
Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakeikal bakal badan legislatif di
Indonesia.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapilsemyang lain menyatakan terdapat
103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidsetganyak 6 kali, dalam
melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komissidbhal Pusat, Badan Pekerja
tersebut berhasil menyetujui 133 RUU disamping pgram mosi, resolusi, usul dan lain-
lain.

C. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Sebagai konsekuensi diterimanya hasil KMB, makaakan perubahan bentuk negara
kesatuan Rl menjadi Negara Serikat, sebagaiman@andjkan dalam Konstitusi RIS.
Berdasarkan Konstitusi RIS, badan legislatif RIIgadi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan
Dewan Perwakilan Rakyat.

C.1. DPR-RIS
Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang rkéwsegara/daerah bagian dengan
perincian sebagai berikut:

a. Republik Indonesia 49 orang

b. Indonesia Timur 17 orang

c. Jawa Timur 15 orang



d. Madura 5 orang

e. Pasundan 21 orang

f. Sumatera Utara 4 orang

g. Sumatera Selatan 4 orang
h. Jawa Tengah 12 orang

i. Bangka 2 orang

j. Belitung 2 orang

k. Riau 2 orang

|. Kalimantan Barat 4 orang
m. Dayak Besar 2 orang

n. Banjar 3 orang

0. Kalimantan Tenggara 2 orang
p. Kalimantan Timur 2 orang

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintddksameakan pembuatan
perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang memg@amerintah, dengan catatan
presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi pargeniebertanggung jawab kepada DPR
atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama untuk seluruhnya, maupun
masing-masing untuk bagiannya sendiri. Di samptog DPR-RIS juga memiliki hak
menanya dan menyelidik.

Dalam masa kerjanya selama 6 bulan, DPR-RIS bérhesisahkan 7 buah Undang-
undang.

C.2. Senat-RIS

Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitungwamsasing 2 anggota dari tiap
negara/negara bagian. Secara keseluruhan, casaSempt RIS diatur dalam Tata Tertib
Senat RIS.

D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementar a (1950-1956)

Pada tanggal 14 Agustus 1945, DPR dan Senat RISatugmi Rancangan UUDS NKRI
(UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). Pada tanggal 1%ugtgs 1950, DPR dan Senat RIS
mengadakan rapat dimana dibacakan piagam pernyaébantuknya NKRI yang
bertujuan:

1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang bekidedgrasi;

2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daeraohesia dengan UUDS yang mulai
berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

D.1. Keanggotaan DPRS

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah angD®RS adalah 236 orang, yaitu 148
anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RISardggota dari Badan Pekerja
Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA &iy4.

Fraksi di DPRS (menurut catatan tahun 1954):

1. Masjumi 43 orang



2. PNI 42 orang

3. PIR-Hazairin 19 orang 22 orang
4. PIR-Wongso 3 orang

5. PKI 17 orang

6. PSI 15 orang

7. PRN 13 orang

8. Persatuan Progresif 10 orang
9. Demokrat 9 orang

10. Partai Katolik 9 orang
11. NU 8 orang

12. Parindra 7 orang

13. Partai Buruh 6 orang

14. Parkindo 5 orang

15. Partai Murba 4 orang
16. PSII 4 orang

17. SKI 4 orang

18. SOBSI 2 orang

19. BTl 1 orang

20. GPI 1 orang

21. Perti 1 orang

22. Tidak berpartai 11 orang
235 orang

D.2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRS

a. Kedudukan dan Tugas DPRS

Dalam pasal 113-116 UUDS ditetapkan bahwa DPR magguhak menetapkan
anggaran negara. Seterusnya dalam pasal 83 aydD3 ditetapkan bahwa para menteri
bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan petaderibaik bersama-sama untuk
seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannydirseini berarti bahwa DPR
berhak dan berkewajiban senantiasa mengawasi gegralaatan pemerintah.

b. Hak-hak dan Kewajiban DPRS

i. Hak Amandemen

DPR berhak mengadakan perubahan-perubahan usulddg gimajukan pemerintah
kepadanya.

ii. Hak Menanya dan Hak Interpelasi

DPR mempunyai hak menanya dan hak memperoleh peysradari menteri-menteri ,
yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan deke@entingan umum RI.

iii. Hak Angket

DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurutaaaturan yang ditetapkan UU.
iv. Hak Kekebalan (imunitet)

Ketua, anggota DPR dan menteri-menteri tidak ddjpantut di muka pengadilan karena
apa yang dikemukakan dalam rapat atau surat kepsgjelis, kecuali jika mereka
mengumumkan apa yang dikemukakan dalam rapat uprtdengan syarat supaya
dirahasiakan.



v. Forum Privelegiatum

Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR diadili dalamgkat pertama dan tertinggi oleh
MA, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengghdtan dan pelanggaran lain
yang ditentukan dengan UU dan yang dilakukan datesa pekerjaannya, kecuali jika
ditetapkan lain dengan UU.

vi. Hak mengeluarkan suara.

D.3. Hubungan DPRS dengan pemerintah
Menurut UUDS, DPR dapat menjatuhkan kabinet damsigea berhak membubarkan
DPR.

D.4. Hasil-hasi| pekerjaan DPRS

a. Telah menyelesaikan 167 uu dari 237 buah RUU
b. 11 kali pembicaraan tentang keterangan pemérinta
c. 82 buah mosi/resolusi.

d. 24 usul interpelasi.

e. 2 hak budget.

E. DPR Hasil Pemilu 20 maret 1956-22 juli 1959
DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah angg@ing dipilih sebanyak 272 orang.
Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota korestite:.

Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama depgaisi DPRS secara
keseluruhan, karena landasan hukum yang berlakiarad#UDS. Banyaknya jumlah
fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partagyeuat, telah memberi bayangan
bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalamamas terdapat 3 kabinet yaitu
kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastrogoiod dan kabinet Djuanda.

F. DPR Hasil Pemilu 1955 ber dasar kan UUD 1945 (1959-1965)
Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali akéladetmengangkat sumpah. Dalam
DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi,,Nlén PKI.

Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkankaRfta DPR hanya menyetujui
36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukeé®ehubungan dengan hal tersebut,
presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960rgangatur Susunan DPR-GR.

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya aitrglkh Presiden dengan
Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu Kemvapimpinan DPR-GR adalah
memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-wdkttentu, yang mana
menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selant®-1965, DPR-GR menghasilkan
117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.



G. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis|Indonesia (1965-1966)

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukares¢ana 62 orang anggota DPR-
GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKindahasa kerjanya 1 tahun,
telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpigartu:

a. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.

b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.

c. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.

d. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih diesstsebagai pembantu
Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 1&84nhbelum dicabut.

H. DPR-GR dan Masa Transis dari Orde Lama ke Orde Baru

Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, GRR-memutuskan untuk
membentuk 2 buah panitia:

a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembamg#alam berbagai masalah bidang
politik.

b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan,dasrtmemonitor situasi  ekonomi
dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pakaippemikiran ke arah
pemecahannya.

|. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yargudian dikukuhkan dalam
UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memiidaijanya dengan
menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Ke#an, tugas dan wewenang
DPR-GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan bermewge untuk menjalankan
tugas-tugas utama sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapk&N Afeésuai dengan pasal 23
ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.

2. Bersama-sama dengan pemerintah membentukséduai dengan pasal 5 ayat
1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD h64érta penjelasannya.

3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindgdemerintah sesuai dengan UUD
1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Sumber data:

1. Marbun B.N., DPR RI; Pertumbuhan dan Cargadfga, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta: 1992.

2. Soehino, Hukum Tata Negara; Sejarah Ketgwmean Indonesia, Liberty
Yogyakarta, Yogyakarta: 1992.

3. Website DPR Republik Indonesia www.dpri.do.i
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A.

Sekilas sggarah DPR-RI dapat dilihat dalam
beber apa periode penting yaitu:

Volksraad (1918-1942)

Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)

DPR dan Senat Republik Indonesia Serikad44950)

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-11956

DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 1059)

DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presit@®sd (1959-1965)
DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis lledan(1965-1966)
DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke (Bdeu

DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971

DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1988219997

DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)

DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)

Volksraad (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembagacaemparlemen bentukan
pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan Vekdr Dibentuknya lembaga ini
merupakan dampak gerakan nasional serta perubatranmendasar di seluruh dunia
dengan selesainya Perang Dunia | (1914-1918).



Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1846 Stb. No. 114 Tahun 1917)
dengan dilakukannya penambahan bab baru yaitu Bdhlam Regeerings Reglement
1954 yang mengatur tentang pembentukan VolksraabBntukan tersebut baru
terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur JenerdbMaf van Limburg Stirum.

Kaum nasionalis moderat, seperti Mohammad Husamiin, menggunakan Volksraad
sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesiaek@ melalui jalan parlemen.
Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteksnés@o sebagai wilayah jajahan
pada saat itu memang hanya merupakan basa bask pelinerintahan kolonial. Lewat
pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, msisi keanggotaan Volksraad pada
mulanya tidak begitu simpatik.

A.1l. Pengisian Jabatan dan Komposisi

Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraagvdladengan pembentukan berbagai
“Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, di mana set#00 orang Indonesia berhak
memilih “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian Wali Péim inilah yang berhak memilih
sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian set@apgnpi mempunyai “Dewan
Provinsi”, yang sebagian anggotanya dipilih olelwBe Kabupaten dan Haminte Kota di
wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggetaad Provinsi yang umumnya dari
bangsa Belanda, diangkat oleh Gubenur Jenderal.

Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1®%E8anggotakan 39 orang
(termasuk ketua), dengan perimbangan:

a. Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orampnesia Asli melalui “Wali Pemilih”
dari “Dewan Provinsi” berjumlah 15 anggota (10 aralipilih oleh “Wali Pemilih” dan 5
orang diangkat oleh Gubernur Jenderal)

b. Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggoitesraad mewakili golongan Eropa dan
golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pendatgn oleh Gubernur Jenderal (9
orang dipilih dan 14 orang diangkat).

C. Adapun orang yang menjabat sebagaak&tlksraad bukan dipilih oleh dan
dari anggota Volksraad sendiri, melainkan diangkath mahkota Nederland.

Tahun 1927:

Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota: 55 orang
(Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanggumlah 25 orang)

Tahun 1930:

Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja)

Anggota: 60 orang

(Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanggumlah 30 orang)

Muncul beberapa usul anggota untuk mengubah suslarapengangkatan Volksraad ini

agar dapat dijadikan tahap menuju Indonesia merde&ienun selalu ditolak. Salah

satunya adalah “Petisi Sutardjo” pada tahun 193%g yberisi "permohonan kepada
Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersatara Indonesia dan Berlanda



dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesmada yang akan datang", atau
Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Pdtitiknesia. Petisi ini juga ditolak
pemerintah kolonial Belanda.

A.2. TugasVolksraad

Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kegawulaernur Jenderal daripada
“menyuarakan” kehendak masyarakat. Karena itu, &falkd sama sekali tidak
memuaskan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, “parlegagtungan” ini juga tidak
mempunyai hak angket dan hak menentukan anggafdanjdbeegara sehingga tidak
mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya.

Sesuai dengan perkembangan politik di Indonesiabpdan sedikit demi sedikit terjadi
di lembaga ini. Perubahan yang signifikan terjadda saat aturan pokok kolonial
Belanda di Indonesia, yaitu RR (Regeling Reglemé®54) menjadi IS (Indische
Staatsregeling). Perubahan ini membawa pengarula pachposisi dan tugas-tugas
Volksraad.

Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sej@d.19ebelumnya, semua anggota
Volksraad yang dipilih melalui satu badan pemilifanat, dipecah menjadi tiga badan
pemilihan menurut golongan penduduk yang harudlillipbelain itu, diadakan pula
sistem pembagian dalam dua belas daerah pemiliagn gemilihan anggota warga
negara (kaula) Indonesia asli.

Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asliask@mbermunculan agar mereka lebih
terwakili. Sampai 1936, komposisi keanggotaan nuénja

8 orang mewakili I.LE.V. (Indo Eurupeessrbond)

5 orang mewakili P.P.B.B.

4 orang mewakili P.E.B. (Politiek Econsahe Bond)

4 orang V.C. (Vederlandisch Club)

3 orang mewakili Parindra

2 orang mewakili C.S.P (Christelijk Skamdige Partj)

2 orang mewakili Chung Hwa Hui (Kelompika)

2 orang mewakili IKP (Indisch KatholieRart))

4 orang mewakili golongan Pasundan, VAVBreeniging Ambtenaren Inl.

Bestuur), partai Tionghoa Indonesia

5 orang mewakili berbagai organisasigysetiap organisasi mendapat satu kursi
yaitu organisasi sebagai berikut: 1 (Persatuan Misa); 1 (Persatuan  Perhimpunan
katoliek di Jawa), 1 (persatuan kaum Kristen), driffnpunan  Belanda); 1 (Organisasi
Wanita I.E.V)
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masgjahan selama 350 tahun di
Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepapglang mengakibatkan keberadaan
Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, damgsa Indonesia memasuki masa
perjuangan Kemerdekaan.
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B. Komite Nasional I ndonesia Pusat (1945-1949)

Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang digmaandUD 1945 belum dibentuk.
Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturanifraralalam UUD 1945, dibentuklah
Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakeikal bakal badan legislatif di
Indonesia.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang, tetapilser yang lain menyatakan terdapat
103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidamtgnyak enam kali. Dalam
melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Kom#ésional Pusat. Badan Pekerja
tersebut berhasil menyetujui 133 RUU, di sampinggagian mosi, resolusi, usul dan
lain-lain.

C. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Sebagai konsekuensi diterimanya hasil KonferensjaM&undar (KMB), diadakan

perubahan bentuk negara kesatuan Rl menjadi negdkat. Perubahan ini dituangkan
dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIBerdasarkan Konstitusi RIS yang
menganut sistem pemerintahan parlementer, badaslakfigRIS dibagi menjadi dua

kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

C.1. DPR-RIS
Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang rkéwsegara/daerah bagian dengan
perincian sebagai berikut:

Republik Indonesia 49 orang
Indonesia Timur 17 orang
Jawa Timur 15 orang
Madura 5 orang

Pasundan 21 orang
Sumatera Utara 4 orang
Sumatera Selatan 4 orang
Jawa Tengah 12 orang
Bangka 2 orang

Belitung 2 orang

Riau 2 orang

Kalimantan Barat 4 orang
Dayak Besar 2 orang

Banjar 3 orang

Kalimantan Tenggara 2 orang
Kalimantan Timur 2 orang

TOS3ITFTTTQ@QT0O0TR

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintddksareakan pembuatan
perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang memg@@merintah, dengan catatan
presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi pargeniebertanggung jawab kepada DPR
atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama untuk seluruhnya, maupun
masing-masing untuk bagiannya sendiri.
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Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanyandmenyelidik. Dalam masa
kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mahgasa tujuh undang-undang.

C.2. Senat-RIS

Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitungrasasing dua anggota dari tiap
negara/negara bagian. Secara keseluruhan, caeaSempt RIS diatur dalam Tata Tertib
Senat RIS.

D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)

Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat Riyengui Undang-Undang Dasar
Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UNKSI, UU No. 7/1850, LN No.
56/1950). UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RISngzamengalami sedikit
perubahan, terutama yang berkaitan dengan perultemnk negara dari negara serikat
ke negara kesatuan. Pada tanggal yang sama, DPBetiah RIS mengadakan rapat di
mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya N&®J bertujuan:

1. Pembubaran secara resmi negara RIShermhgntuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluralerdh Indonesia dengan UUDS yang
mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

D.1. Keanggotaan DPRS

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah angD&RS adalah 236 orang, yaitu 148
anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RISadggota dari Badan Pekerja
Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DewatnklEangan Agung.

Fraksi di DPRS (menurut catatan tahun 1954):

1. Masjumi 43 orang

2. PNI 42 orang

3. PIR-Hazairin 19 orang 22 orang
4. PIR-Wongso 3 orang

5. PKI 17 orang

6. PSI 15 orang

7. PRN 13 orang

8. Persatuan Progresif 10 orang
9. Demokrat 9 orang

10. Partai Katolik 9 orang

11. NU 8 orang

12. Parindra 7 orang

13. Partai Buruh 6 orang

14. Parkindo 5 orang

15. Partai Murba 4 orang

16. PSII 4 orang

17. SKI 4 orang

18. SOBSI 2 orang

19. BTl 1 orang

20. GPI 1 orang
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21. Perti 1 orang
22. Tidak berpartai 11 orang

D.2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRS

a. Kedudukan dan Tugas DPRS

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintddksareakan pembuatan
perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 113u1UBS ditetapkan bahwa DPR
mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Setardalam Pasal 83 ayat (2) UUDS
ditetapkan bahwa para menteri bertanggung jawals aluruh kebijaksanaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya umaupasing-masing untuk
bagiannya sendiri. Ini berarti DPR berhak dan bedjdan senantiasa mengawasi segala
perbuatan pemerintah.

b. Hak-hak dan Kewajiban DPRS

0] Hak Amandemen

DPR berhak mengadakan perubahan-perubahan usulddg gimajukan pemerintah
kepadanya.

(i) Hak Menanya dan Hak Interpelasi

DPR mempunyai hak menanya dan hak memperoleh peysaradari menteri-menteri,
yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dekeg@entingan umum RI.

(i) Hak Angket

DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurutaaaturan yang ditetapkan UU.
(iv) Hak Kekebalan (imunitet)

Ketua, anggota DPR dan menteri-menteri tidak ddjpantut di muka pengadilan karena
apa yang dikemukakan dalam rapat atau surat kepajelis, kecuali jika mereka
mengumumkan apa yang dikemukakan dalam rapat uprtdengan syarat supaya
dirahasiakan.

(v) Forum Privelegiatum

Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR diadili dalamgkat pertama dan tertinggi oleh
MA, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengmhatan dan pelanggaran lain
yang ditentukan dengan UU dan yang dilakukan datasa pekerjaannya, kecuali jika
ditetapkan lain dengan UU.

(vi) Hak mengeluarkan suara.

D.3. Hubungan DPRS dengan pemerintah

Sama halnya dengan UUD RIS, UUDS juga menganw@nsipemerintahan parlementer.
DPRS dapat memaksa kabinet atau masing-masing mené&etakkan jabatannya.
Namun berbeda dengan ketentuan dalam UUD RIS, UB®asukkan pula ketentuan
bahwa presiden dapat membubarkan DPRS, kalau DFaggapnya tidak mewakili

kehendak rakyat lagi.

D.4. Hasl-hasil pekerjaan DPRS

a. menyelesaikan 167 uu dari 237 buah RUU
b. 11 kali pembicaraan tentang keterangenegpintah
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C. 82 buah mosi/resolusi.
d. 24 usul interpelasi.
e. 2 hak budget.

E. DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)

DPR hasil Pemilu 1955 berjumlah 272 orang. Perbatdt bahwa Pemilu 1955 juga
memilih 542 orang anggota konstituante, yang bagugenyusun konstitusi Indonesia
yang definitif, menggantikan UUDS.

Tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu 1955 sama depgaisi DPRS secara

keseluruhan, karena landasan hukum yang berlakiarad#JDS. Banyaknya jumlah

fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partagyeuat, memberi gambaran bahwa
pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam maségendiapat tuga kabinet yaitu Kabinet
Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjoja) #abinet Djuanda.

F. DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkastitdéante dan menyatakan bahwa
Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekriedtien 5 Juli 2959. Jumlah
anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelahgamegkat sumpah. Dalam DPR
terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NUnd=KI.

Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden memlarbdPR karena DPR hanya
menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yadiajukan. Setelah membubarkan
DPR, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 486§ mengatur Susunan DPR-
Gotong Royong (DPR-GR).

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya ditrgkh presiden dengan
Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu Kemvapimpinan DPR-GR adalah
memberikan laporan kepada presiden pada waktu-wadtientu. Kewajiban ini
merupakan penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 1BJ5. Selama 1960-1965, DPR-
GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pahda

G. DPR Gotong Royong Tanpa Partai KomunisIndonesia (1965-1966)

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukames¢ara 62 orang anggota DPR-
GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKndahasa kerjanya satu tahun,
mengalami empat kali perubahan komposisi pimpigaity:

a. Periode 15 November 1965-26 Februar6196
b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.

C. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.

d Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih diesstsebagai pembantu
presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 fiddtshbelum dicabut.

H. DPR-GR Masa Transis dari Orde Lama ke Orde Baru

Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, -GRR memutuskan untuk
membentuk dua panitia:
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1. Panitia politik, berfungsi mengikuti gembangan dalam berbagai masalah
bidang politik.

2. Panitia ekonomi, keuangan dan pembanmgubbertugas memonitor situasi
ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi teptdtik-pokok pemikiran ke arah
pemecahannya.

l. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yergudian dikukuhkan dalam
UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulajdegya dengan menyesuaikan
diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.”

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-197 dladabagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetafdRBN sesuai dengan Pasal 23
ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

2. Bersama-sama dengan pemerintah membbhiidesuai dengan Pasal 5 ayat (1),
Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1&gi&rta penjelasannya.

3. Melakukan pengawasan atas tindakan#emd@emerintah sesuai dengan UUD
1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

J. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997

Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kalgnopgahan “Orde Baru” akhirnya
berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama datasa pemerintahannya pada
tahun 1971. Seharusnya berdasarkan Ketetapan MRRSXNTahun 1966 Pemilu
diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan inatiplada Sidang Umum MPR 1967,
oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Prestierkarno, dengan menetapkan
bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.

Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GRyatesaikan UU No. 15 Tahun
1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susuaankeedudukan MPR, DPR dan
DPRD.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara gggarb yang digunakan dalam
Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Betfill, yang menggunakan UU
No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi tenbag di setiap daerah pemilihan
(sistem proporsional). Cara ini ternyata mampu adinpekanisme tidak langsung untuk
mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibagklaim penggunaan sistem
kombinasi. Sistem yang sama masih terus digunakdemdenam kali Pemilu, yaitu
Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, pemerintahan “Orde Baru” mulanomjukkan penyelewengan
demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemiluadibatenjadi dua partai dari satu
golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalahd@ersatuan Pembangunan (PPP)
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-paytang ada dipaksa melakukan
penggabungan (fusi) ke dalam dua partai terselameStara mesin-mesin politik “Orde
Baru” tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasiath UU No. 3 Tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaarberlangsung terus dalam lima
kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992n dl997. Dalam setiap Pemilu
tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang serdbanyak.

Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol ek#ekkiekuasaan presiden yang
terlalu besar dianggap telah mematikan proses dettiedksi dalam bernegara. DPR
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sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampuojatamkan fungsi penyeimbang
(checks and balances) dalam prakteknya hanya sgieigagkap dan penghias struktur
ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk mempepaessi presiden yang saat itu
dipegang oleh Soeharto.

K. DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)

DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yapigjtedalam masa “reformasi’.
Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1898 kemudian digantikan oleh
Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masydrédaus mendesak agar Pemilu
segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepaluRersebut membuahkan hasil.
Pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaahiélad@emilu untuk memilih anggota
legislatif kemudian dilaksanakan. Pemilu ini dilakakan dengan terlebih dulu
mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU HBean Umum, dan UU tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Sjyisdekgan tujuan mengganti
sistem Pemilu ke arah yang lebih demokratis. Hgajlterpilih anggota DPR baru.

Meski UU Pemilu, Parpol, dan Susduk sudah digaigiem dan susunan pemerintahan
yang digunakan masih sama sesuai dengan UUD yatakbeyaitu UUD 1945. MPR
kemudian memilih Abdurrahman Wahid sebagai presikn Megawati Soekarnoputri
sebagai wakil presiden. Ada banyak kontroversi sigarah baru yang mengiringi kerja
DPR hasil Pemilu 1999 ini.

Pertama, untuk pertama kalinya proses pemberhekgpala negara dilakukan oleh
DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di Badasabruogistik (oleh media massa
populer sebagai “Buloggate”), presiden yang merjabtka itu, Abdurrahman Wabhid,
diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasaaaialah Ketatapan MPR No. IlI
Tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikéeh ovakil presiden yang
menjabat saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Kedua, DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian d&RMtelah berhasil melakukan
amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali pada tahun 1999, (pertama),
2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat)skijen hasil dari amandemen
tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada bedbgrrubahan penting yang terjadi.
Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-pembgenting tersebut di
antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPBhirnya sistem pemilihan
presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi

Ketiga, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPRipde 1999-2004 paling produktif
sepanjang sejarah DPR di Indonesia dengan mengesadfibé RUU menjadi UU. Meski
perlu dicatat pula bahwa berdasarkan penelitiaig yilakukan PSHK tingginya kualitas
ternyata tidak sebanding dengan kualitas (Sus#kij,2004).

L. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)

Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan padantd$99-2002 membawa
banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian afitein pada Pemilu tahun 2004.
Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan spgenilihan lembaga legislatif (DPR
dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan séagaung oleh rakyat.

Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secasmi lembaga perwakilan rakyat
baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPDIR BBrupakan representasi dari

16



jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan represedsas wilayah. Implikasi
lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam presgsidsi di negara ini.

Idealnya, DPR dan DPD mampu bekerja bersama-salam daerumuskan sebuah UU.
Hanya saja karena cacatnya amandemen yang dilaketedap UUD 1945, relasi yang
muncul menjadi timpang. DPR memegang kekuasaasld¢ifiyang lebih besar dan DPD
hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan &&f dalam soal-soal tertentu.
Informasi lebih lengkap mengenai keanggotaan, kangkapan, dan lain-lain khusus
untuk DPR periode ini, dapat ditemukan dalam drl&i@nya dalam parlemen.net yang
mengenai DPR.
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